BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 2§ TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk
memperoleh data Barang Milik Daerah yang benar,
akurat serta bisa dipertanggungjawabkan, maka perlu
dilakukan inventarisasi;
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
dan panduan pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik
Daerah maka perlu menyusun Peraturan Bupati
Wonosobo tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi
Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2023-2024;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Wonosobo tentang
Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
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Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Dalam Neger:1 Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun

2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2083);

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pembukuan
Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1076);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 4);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
Nomor 54);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2017

tentang Tata Cara Penatausahaan, Pengamanan, dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 33);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017

tentang Tata Penggunaan dan Pemanfaatan Barang

Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2017 Nomor 34);



11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 35 Tahun 2017

tentang Tata Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017
Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2017
tentang Tata Pemusnahan dan Penghapusan Barang

Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.
11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

Bupati adalah Bupati Wonosobo selaku pemegang kekuasaan pengelola
barang milik daerah.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo selaku
pengelola barang.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
melakukan koordinasi pengelolaan BMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai
fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada tingkat pengguna barang.
Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna
Barang adalah Kepala unit kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
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Harang untuk menppeunakan BMD vang berada dalam penguasaannsy a
denpan seboak bhaaknya

Pengurus Harang Pengelola adalah pejabat vang diseraln tugas menenima
menyvimpan, mengeluarkan dan menatausahakan BMD pada Pengelola
Harang

|'l“llﬂlllllh l‘;lhlll}: I"f‘ll}"}:ll!hl adalah |..llh|hlll lnlhy-mm.il LITRRLTE VAl
hserahy tupas menerinag, MEnN ngan, mengeluarkan darn
menatausahakan BMD pada Pengguna Barang

Pengurus Barang Pembantu  adalah  jabatan fungsional umum syang
hseraln tugas menenma, menvimpan, mengeluarkan, menatausabakan
dan mempertanggungawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Harang
Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang
membantu dalam penviapan admimstras: maupun tekms penatausahaon
barang mihik daerah pada Pengelola BHarang

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang
membantu dalam penviapan admimistras maupun tekma penatausahaan
barang mahk dacrah pada Pengguna Harang

Inventansast adalah kegatan pendataan, pencatatan dan pelaporan haml

pendataan BAMD

hartu Inventans Rarang vang selanjutnya hammghat KIH adalah kartu yvang
benst catatan barang mmventans  secara tersending, terpenner atang
kumpulan data barang dengan nnaan asal, volume, kapasitas, merk, hipe,
mlar/ harga dan data nnaan lannya

Buku Inventans vang selanjutnya disnghat BE adalah himpunan catatan
data tekmis dan admmistratf vang tlllrln]r‘h dan catatan KIB sebagim hasal

Inventansast dh SKPD
Buku Induk Inventans yang  selanjutnva  disingkat  BIL adalah

gabungan/kompilas: dan buku imventans
kartu Inventaris Ruangan, vang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu

untuk mencatat barang-barang iventans vang ada pada ruangan

Kodefikas: Barang adalah pembenan label pengkodean barang pada setiap

barang inventans vang menyatakan kode lokasi dan Kode barang
Aplikasi Inventansasi BMD adalah sistem aphkasi yang digunakan untuk

melakukan proses Inventansas:) BMD.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati int meliputy.
a. objek Inventansasi,

b.
C.
d.

pelaksana Inventansasi,
tahapan Inventansasi, dan

pembiayaan.

BAB II
OBJEK INVENTARISASI

Pasal J3

(1) Objek Inventansasi BMD meliputy



a. tanah;

b. peralatan dan mesin;

c. gedung dan bangunan;

d. jalan, irigasi dan jaringan;

¢, asct tetap lainnya;

{. aset lainnya; dan

g. konstruksi dalam pengerjaan.

(2) Objek Inventarisasi sebagaimana ayat (1) huruf a, huruf ¢, huruf d dan
huruf g dilaksanakan pada tahun 2023.

(3) Objek Inventarisasi sebagaiamana ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf f
dilaksanakan pada tahun 2024.

BAB III
PELAKSANA INVENTARISASI

Pasal 4
Pelaksana Inventarisasi BMD meliputi:
a. Pengguna Barang untuk Daftar Barang pada Pengguna Barang; dan
b. Pengelola Barang untuk Daftar Barang pada Pengelola Barang.

BAB IV
TAHAPAN INVENTARISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal S5

(1) Tahapan Inventarisasi BMD dilaksanakan terhadap objek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Tahapan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. persiapan,
b. pelaksanaan;
c. pelaporan hasil Inventarisasi:
d. verifikasi; dan
e. tindak lanjut hasil Inventarisasi.

(3) Tahapan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua
Persiapan

Pasal ©
Tahap persiapan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a,
meliputi:
a. pembentukan tim Inventarisasi,
b. pembentukan tim verifikasi;
c. pembentukan tim peneliti hasil Inventarisasi;



d. penylapan data awal; dan
e. rekonsiliasi data awal.

Pasal 7
(1) Pembentukan tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a dilakukan pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan
Pengelola Barang.

(2) Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

(3) Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang paling sedikit terdiri dari
unsur:

a. Kuasa Pengguna Barang;

b. Pengurus Barang Pembantu; dan
c. pihak terkait.

(4) Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang paling sedikit terdiri dari unsur:
Pengguna Barang;

. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;

Pengurus Barang Pengguna;

. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan

pihak terkait.

im Inventarisasi pada Pengelola Barang paling sedikit terdiri dari unsur:
Pengelola Barang;

. Pejabat Penatausahaan Barang;

Pengurus Barang Pengelola;

. Pembantu Pengurus Barang Pengelola; dan

e. pihak terkait.

(6) Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab
meliputi:

a. menylapkan data awal dan/atau dokumen sumber:
b. melaksanakan inventarisasi/cek fisik terhadap seluruh BMD objek

inventarisasi yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang berdasarkan data dan dokumen pendukung;

c. melakukan input dan koreksi pada aplikasi Inventarisasi berdasarkan

hasil peninjauan sesuai dengan kondisi fisik, dokumen, dan
keberadaan dengan memberikan penjelasan atau keterangan secara
rinci tentang BMD;

d. mengelompokkan hasil Inventarisasi BMD per KIB, KIR dan
berdasarkan permasalahan yang ada;

€. membuat dan menandatangani berita acara Inventarisasi BMD
beserta lampirannya;

. melaksanakan pemasangan label atau identitas barang;

8. Dbertanggungjawab atas pelaksanaan Inventarisasi BMD pada SKPD;
dan

h. menyusun laporan hasil Inventarisasi pada Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
(7) Tim Inventarisasi pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
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menyiapkan dokumen dan/atau aplikasi Inventarisasi BMD;
menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan kepada tim
Inventarisasi;

melakukan koordinasi pelaksanaan Inventarisasi BMD;

melakukan Inventarisasi terhadap barang yang berada pada Pengelola
Barang;

menatausahakan dokumen hasil Inventarisasi BMD;

membuat Laporan Hasil Inventarisasi BMD kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;

membuat label atau identitas barang; dan

menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit
terdir1 dar1 unsur:

a.
b.
C.

d.
e.

Pengelola Barang,

Pejabat Penatausahaan Barang,
Pembantu Pengurus Barang Pengelola,
Inspektorat; dan

unsur lain yang diperlukan.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Bupat.

(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memiliki tugas
meliputi:

a.

melaksanakan proses verifikasi atas data BMD yang diinventarisir oleh
Tim Inventarisasi pada Pengelola, Pengguna, dan Kuasa Pengguna
Barang;

membuat dan menandatangani Berita Acara Verifikasi Inventarisasi

BMD beserta lampirannya; dan
bertanggung jawab atas kebenaran hasil verifikasi.

Pasal 9

(1) Tim peneliti hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf ¢ merupakan tim yang dibentuk untuk menindaklanjuti
penyelesaian  terhadap permasalahan BMD yang tidak dapat
ditemukan/tidak dapat diketahui keberadaannya, berdasarkan data yang
diperoleh dari hasil Inventarisasi BMD.

(2) Tim peneliti hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1)
terdiri dar1 unsur:

a. Pengelola Barang;

b.
C.

Pejabat Penatausahaan Barang;
Pengurus Barang Pengelola;

d. Bagian Hukum Sekreteriat; dan

c.

Inspektorat.

(3) Tim peneliti hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memiliki tugas meliputi:



a. menindaklanjuti penyelesaian terhadap permasalahan BMD yang tidak

dapat ditemukan/tidak dapat diketahui keberadaannya, berdasarkan
data yang diperoleh dari hasil Inventarisasi BMD;

b. meneliti kebenaran atas Laporan Hasil Inventarisasi;

c. melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran
atas Laporan Hasil Inventarisasi;

d. meneliti dokumen kepemilikan dan dokumen administrasi barang
sesuai ketersediaan data dokumen; dan

€. menyusun laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara
hasil penelitian.

(4) Berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kuasa Pengguna Barang,
Pengguna Barang, dan/atau Pengelola Barang.

(9) Tim peneliti hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Penyusunan rencana kerja pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a paling sedikit memuat:

a. objek yang akan dilakukan inventarisasi:
b. rencana jadwal pelaksanaan inventarisasi; dan

c. pelaksana/petugas inventarisasi sesuai target lokasi dan jadwal
pelaksanaan.

Pasal 11
Penylapan data awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d

merupakan penyiapan data sebelum pelaksanaan inventarisasi, meliputi:
a. penylapan data sumber;

b. penylapan dokumen sumber; dan
c. penylapan dokumen pelaksanaan inventarisasi.

Pasal 12
(1) Rekonsiliasi data awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e
merupakan tahapan untuk melakukan rekonsiliasi dan identifikasi data
awal barang yang akan diinventarisasi antara tim Inventarisasi pada Kuasa

Pengguna Barang dan Pengguna Barang dengan tim Inventarisasi pada
Pengelola Barang.

(2) Hasil rekonsiliasi dan identifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan data yang digunakan sebagai data acuan Inventarisasi,
pemetaan objek Inventarisasi dan pencetakan label atau identitas barang.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 13
(1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b,
merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan dan identifikasi.
(2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
tim Inventarisasi.



(3) Pelaksanaan Inventarisasi BMD menggunakan aplikasi e-Inventarisasi
BMD.

Pasal 14

(1) Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dilakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada Pengguna Barang dilakukan oleh Pengelola
Barang.

(3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan i1nventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh
Pengguna Barang.

Pasal 15

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
dilakukan atas:

a. kesesualan rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi dengan
pelaksanaan Inventarisasi;

b. kesesuaian lembar kerja Inventarisasi dan laporan hasil Inventarisasi;
dan

c. kendala lainnya yang ditemukan selama pelaksanaan Inventarisasi.

(2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, maka Pengelola Barang
menyampaikan kepada Pengguna Barang untuk ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian, maka Pengguna Barang
menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan Inventarisasi

Pasal 16

(1) Tahap pelaporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal S
ayat (2) huruf ¢ merupakan tahapan penyusunan dan penyampaian hasil
Inventarisasi yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna
Barang dan Pengelola Barang.

(2) Laporan hasil Inventarisasi memuat objek Inventarisasi BMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf {.

(3) Laporan hasil Inventarisasi terhadap objek Inventarisasi berupa konstruksi
dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g
disampaikan berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan periode

pelaporan.

Pasal 17

(1) Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang
menyusun laporan hasil Inventarisasi melalui tim Inventarisasi.



(2)

(3)
(4)
(9)

(6)

Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola
Barang atas kebenaran hasil Inventarisasi.

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengguna Barang.

Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Pengelola Barang.

Pengelola Barang menghimpun laporan hasil Inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (S) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 18

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) didukung
melalui Surat Pernyataan Kebenaran atas laporan hasil Inventarisasi dari
Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai

kewenangannya.
Bagian Kelima
Verifikasi
Pasal 19
(1) Verifikasi dilaksanakan setelah Pengguna Barang dan Pengelola Barang

(2)

(3)

(4)

menyelesalkan laporan hasil Inventarisasi yang didukung dengan

tersedianya Surat Pernyataan Kebenaran atas laporan hasil Inventarisasi

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18.

Hasil Inventarisasi BMD dan berita acara hasil Inventarisasi dari tim

Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang yang

telah ditandatangani oleh tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang

dan/atau Pegguna Barang kemudian diserahkan kepada tim Inventarisasi

pada Pengelola Barang untuk kemudian dilakukan verifikasi dan/atau

penelitian.

Verifikasi terhadap hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan cara:

a. meneliti kertas kerja Inventarisasi;

b. menelit1 kelengkapan dokumen sumber;

c. meneliti kelengkapan dokumen hasil penelusuran BMD yang tidak
diketahui keberadaannya;

d. meneliti berita acara hasil Inventarisasi; dan

e. mencari informasi lainnya yang diperlukan.

Tim verifikasi dapat mengembalikan laporan hasil Inventarisasi kepada tim

Inventarisasi apabila ditemukan data atau pengisian lembar kerja yang

tidak sesuai untuk ditindaklanjuti dan/atau dilakukan perbaikan.

(5) Terhadap Laporan hasil Inventarisasi yang sudah sesuai maka tim

verifikasi membuat berita acara verifikasi Inventarisasi BMD.

(6) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani

oleh tim verifikasi dan tim Inventarisasi sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya.



Bagian Keenam
Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi

Pasal 20
Tindak lanjut hasil inventarisasi sebagaimana dimasksud pada Pasal 5 ayat (2)
huruf e dilakukan paling sedikit:

pemasangan label atau identitas lainnya pada BMD:;
reklasifikasi;
koreksi;

pendaitaran dan pencatatan;

pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara;
pengeluaran internal Pengguna Barang atau penarikan;
pemindahtanganan atau penghapusan; dan/atau

menindaklanjuti penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
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Pasal 21
(1) Tindak lanjut hasil inventarisasi berupa pemasangan label atau identitas
pada BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan
paling sedikit terhadap:
a. BMD yang belum memiliki label atau tanda pengenal;

b. penggantian label akibat reklasifikasi, koreksi, perubahan kode lokasi
barang; atau

c. pembaharuan label atau tanda pengenal.

(2) Pemasangan label atau tanda pengenal barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penggolongan dan kodefikasi BMD.

Pasal 22
(1) Tindak lanjut dengan cara reklasifikasi atas hasil inventarisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan apabila terdapat
pemindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain sesuai dengan
penggolongan dan kodefikasi BMD.

(2) Pembukuan atas reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebabkan karena:

a. kesalahan pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi;

b. perubahan fungsi penggunaan dan aset tetap yang tidak digunakan
dalam operasional pemerintah daerah;

. rusak berat atau usang;

. hilang;

aset bersejarah; dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebab lainnya.

s I o Wle

Pasal 23
(1) Tindak lanjut dengan cara koreksi atas hasil inventarisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf ¢ dilakukan apabila terdapat
pembetulan terhadap data BMD.

(2) Pembetulan atas data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:



n. koreksi nilmi karenn kesnlahan pencatatan nilai, penyajian nilai yang

Lidak wajar, dan penilanion kembali yang dilakukan sesuai dengan
ketentunn pernturan perundang-undangan.

b, koreksi pencatatan ganda:

¢. koreksi data spesifikasi barang; dan/atau
d. koreksi lainnya.

Pasal 24
(1) Terhadap hasil inventarisasi berupa barang baru ditemukan, maka
dilakukan  pendaftaran  dan  pencatatan  sebagaimana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ke dalam Daftar Barang Pengelola,
Daftar Barang Pengguna, dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
menurut penggolongan dan kodefikasi barang dan dimuat ke dalam KIB
dan KIR.

(2) Tim Inventaris menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Pengurus
Barang Pengelola,

(3) Ascet yang bersumber dari dana non APBD dan belum tercatat sebagai aset
pemerintah daerah, dapat diakui sebagai aset pemerintah daerah setelah
ada bukti penyerahan dari pemilik yang dilampiri dengan Berita Acara
Scerah Terima,

(4) Pengurus Barang Pengelola melakukan koordinasi dalam pendaftaran dan
pencatatan BMD sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
dalam daftar BMD.

(5) Pencatatan dan pendaftaran  barang dilakukan berpedoman pada
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan,
Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pasal 25

(1) Pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan apabila:

a. BMD telah digunakan oleh Pengguna Barang tetapi barang masih
tercatat dalam Daftar BMD pada Pengguna Barang lainnya; atau

b. BMD telah digunakan oleh Pengguna Barang tetapi masih tercatat
dalam Daftar BMD pada Pengelola Barang.

(2) Pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal tidak dilakukan pengalihan status penggunaan atau
penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna
Barang atau Pengelola Barang dapat melakukan penarikan atas BMD yang

telah digunakan.

Pasal 26
(1) Pengeluaran internal atau penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 huruf f dilakukan apabila BMD telah digunakan oleh:
a. Kuasa Pengguna Barang tetapi masih tercatat dalam Daftar BMD pada

Kuasa Pengguna Barang lainnya,;



b. Kuasa Pengguna Barang tetapi masih tercatat dalam Daftar BMD pada
Pengguna Barang; dan/atau

c. Pengguna Barang tetapi masih tercatat dalam Daftar BMD pada Kuasa
Pengguna Barang.

(1) Pengeluaran internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

penyerahan barang kepada unit yang menggunakan barang disertai dengan
pencatatan penerimaan barang oleh penerima barang.

(2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Kuasa

Pengguna Barang atau Pengguna Barang yang mencatat masih
membutuhkan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 27
Pembiayaan atas pelaksanaan Inventarisasi BMD bersumber dari APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik
Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

,___:%etapkan di Wonosobo
2 'ii_fpa}a\tanggal 7 ‘5.,\; 2033
/

-T11 WONOSOBO,

ey, ’ ——
"l-..,____:__.-,._-l-

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal e 'Bulr 2039

SEK RIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ON
BERITA DAE

DANG WARDOYO
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 26




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN WONOSOBO TAHUN
2023-2024

TAHAPAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2023-2024

A. PERSIAPAN
1. Pembentukan Pelaksana Inventarisasi

a. Pembentukan Tim Inventarisasi pada Pengelola Barang paling sedikit
terdiri dari:

1) Pengelola Barang,

2) Pejabat Penatausahaan Barang,

3) Pengurus Barang Pengelola,

4) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, dan
O) Unsur terkait lainnya yang diperlukan.

b. Pembentukan Tim Verifikasi yang terdiri atas unsur sebagai berikut:
1) Pengelola Barang,

2) Pejabat Penatausahaan Barang,

3) Pembantu Pengurus Barang Pengelola,

4) Inspektorat Kabupaten Wonosobo, dan

O) Unsur lain yang diperlukan.
c. Pembentukan Tim Peneliti, yang terdiri atas unsur sebagai berikut:

1) Pengelola Barang,

2) Pejabat Penatausahaan Barang,

3) Pengurus Barang Pengelola,

4) Bagian Hukum Sekreteriat Daerah Kabupaten Wonosobo, dan

S) Inspektorat Kabupaten Wonosobo.
d. Pembentukan Tim Inventarisasi pada Pengguna dan Kuasa

Pengguna Barang paling sedikit terdiri dari:

1) Kuasa Pengguna Barang,

2) Pengurus Barang Pembantu,

3) Pengguna Barang,

4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,

5) Pengurus Barang Pengguna,

6) Pembantu Pengurus Barang Pengguna,

7) tenaga teknis/tenaga ahli dan unsur lainnya sesuai dengan

kebutuhan masing-masing SKPD
2. Penyiapan Data Awal dan Dokumen Sumber

Tim Inventarisasi menyiapkan data awal dan dokumen sumber. Data
awal terdiri dari daftar barang milik Kuasa Pengguna, Pengguna dan
Pengelola Barang (audited) tahun sebelumnya yang diambil dari aplikasi
web SIMDA-BMD dengan klasifikasi intrakomptabel dan ekstakomptabel
meliputi:



a. Aset Tetap dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) meliputi:

1) Tanah (KIB A);

2) Peralatan dan mesin (KIB B);

3) Gedung dan bangunan (KIB C);

4) Jalan, irigasi dan jaringan (KIB D);

S) Aset Tetap Lainnya (KIB E); dan

6) Konstruksi dalam pengerjaan (KIB F).
b. Aset Lainnya, meliputi:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

2) Aset Tidak Berwujud; dan

3) Aset Lain-lain.
Dokumen sumber yang perlu dipersiapkan oleh Tim Inventarisasi
adalah dokumen yang terkait langsung dengan perolehan BMD yang
sudah dibukukan pada daftar BMD tahun sebelumnya (audited) dan
dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang bisa menjadi
dasar apabila terdapat perubahan data BMD.

3. Penyilapan Dokumen Pelaksanaan Inventarisasi
Tim Inventarisasi pada Pengelola Barang kemudian menyiapkan
dokumen pelaksanaan inventarisasi terdiri atas:
a. Label/identitas barang yang telah dilakukan inventarisasi;
b. Lembar kerja inventarisasi atau aplikasi e-Inventarisasi; dan
c. Dokumen lainnya yang diperlukan.
4. Rekonsiliasi Data Awal

Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang
melakukan rekonsiliasi dan identifikasi data awal barang yang akan
diinventarisasi dengan Tim Inventarisasi pada Pengelola Barang yang
nantinya akan digunakan sebagai data acuan inventarisasi dan
pencetakan label/tanda barang inventarisasi. Pada tahapan ini juga
dilakukan pemetaan objek dan lokasi pelaksanaan Inventarisasi.

B. PELAKSANAAN
1. Sosialiasi atau Bimbingan Teknis
Tahapan pelaksanaan inventarisasi dimulai dengan kegiatan sosialisasi
atau bimbingan teknis terkait dengan tata cara pelaksanaan
Inventarisasi yang difasilitasi oleh Tim Inventarisasi pada Pengelola
Barang kepada Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang dan
Pengguna Barang, serta kepada Tim Verifikasi dan Tim Peneliti Hasil

Inventarisasi.

2. Tahap Pendataan
Tahap Pendataan dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi yang dilakukan

setidaknya dengan:
a. menghitung kuantitas barang;
b. meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan, atau rusak berat);

c. mencocokan jumlah barang di KIR dengan jumlah barang yang ada

pada ruangan ruangan,
d. menempelkan label sementara ke barang sebagai tanda bahwa

barang telah diinventarisir atau didata.



3.

¢. mencatat hasil Inventarisasi  tersebut pada  lembar kerja yang
terdapat pada aplikasi e-Inventarisasi.
Tahap Identifikasi

lahap identifikasi dilakukan dengan mengelompokkan BMD  sesuai
dengan permasalahan dan berdasarkan lembar kerja inventarisasi yang

lersedia  pada  aplikasi  e-Inventarisasi BMD. Pengelompokan  BMD
dilakukan dengan:

a. Mengelompokkan barang yang belum lercatat;

b. Memisah catatkan barang-barang berdasarkan kategori kondisi:

1) Baik;
2) Rusak ringan; dan
3) Rusak berat atau usang.

c. Menceliti kelengkapan/ceksistensi barang dengan membandingkan
antara data hasil inventarisasi dan data barang tercatat/dokumen
sumber, antara lain:

1) Daftar Barang Hasil Inventarisasi dengan Kondisi Rusak Berat
yang akan diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;

2) Daftar BMD Hilang atau Tidak Ditemukan:

3) Daftar BMD yang mengalami Perubahan Data:

4) BMD Tercatat Ganda:

o) Dalftar Penggunaan BMD:;

6) Daftar BMD dalam skema Pemanfaatan:

7) Daltar Barang yang Belum Tercatat;

8) Daftar BMD belum dikapitalisasi dan diketahui data awal /data
induknya;

9) Daftar BMD belum dikapitalisasi dan tidak diketahui data
awal/data induknya;

10) Daftar BMD yang dipakai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, Pemerintah Desa Lain, dan pihak lainnya; dan

11) BMD yang berdiri di atas tanah bukan milik Pemerintah
Kabupaten Wonosobo.

C. PELAPORAN HASIL INVENTARISASI
Pelaporan disusun berdasarkan data lembar kerja Inventarisasi yang
diambil dari aplikasi e-Inventarisasi dan hasil pendataan dan identifikasi
dalam pelaksanaan Inventarisasi. Hasil inventarisasi tersebut kemudian

dilaporkan oleh Tim Inventarisasi melalui laporan hasil Inventarisasi yang
terdiri atas:

1.
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Daftar Barang Hasil Inventarisasi dengan Kondisi Rusak Berat yang
akan diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
Daftar BMD Hilang atau Tidak Ditemukan;

Daftar BMD yang mengalami Perubahan Data;
BMD Tercatat Ganda;

Daftar Penggunaan BMD;
Daftar BMD dalam skema Pemanfaatan;
Daftar Barang yang Belum Tercatat;

Daftar BMD belum dikapitalisasi dan diketahui data awal/data
induknya;




9. Daftar BMD belum dikapitalisasi dan tidak diketahui data awal /data
induknya;

10. Daftar BMD yang dipakai olech Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, Pemerintah Desa Lain, dan pihak lainnya: dan

11. BMD yang berdiri di atas tanah bukan milik Pemerintah Kabupaten
Wonosobo.

D. VERIFIKASI

Verifikasi dilaksanakan setelah Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna

Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang menyelesaikan Laporan

Hasil Inventarisasi yang didukung dengan tersedianya Surat Pernyataan

Kebenaran atas Laporan Hasil Inventarisasi. Kegiatan verifikasi dilakukan

oleh tim Verifikasi dengan cara:

a. meneliti Kertas Kerja Inventarisasi dengan Laporan Hasil Inventarisasi:

b. meneliti kelengkapan dokumen sumber:

c. meneliti kelengkapan dokumen hasil penclusuran BMD yang tidak
diketahui keberadaannya;

d. meneliti Berita Acara Hasil Inventarisasi; dan

e. mencarl informasi lainnya yang diperlukan;

Laporan Hasil Inventarisasi yang telah dilakukan proses verifikasi tersebut

kemudian dikompilasi oleh Tim Inventarisasi pada Pengelola Barang

menjadi Buku Induk Inventaris Hasil Inventarisasi BMD Kabupaten
Wonosobo.

E. TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI

Tindak lanjut hasil Inventarisasi merupakan tahapan perbaikan dan
tindak lanjut penyelesaian atas BMD berdasarkan laporan hasil
inventarisasi, yang dilakukan oleh tim Inventarisasi dan/atau tim Peneliti
Hasil Inventarisasi. Tindak lanjut hasil Inventarisasi paling sedikitnya

meliputi:

1. Pemberian label/i1dentitas lainnya pada BMD;

2. Reklasifikasi;

3. Koreksi;

4. Pendaftaran dan pencatatan,

5. Pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara;

6. Pengeluaran internal Pengguna Barang atau penarikan;

7. Pemindahtanganan atau penghapusan; dan/atau

8. Menindaklanjuti terhadap hasil Inventarisasi berupa barang dengan

kondisi hilang atau tidak ditemukan untuk:
a. Selain tanah, gedung dan bangunan, dan Jalan, Irigasi dan
Jaringan dengan kriteria:
1) barang yang tahun perolehannya sebelum tahun 2013 dengan
nilai perolehan kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) per unit; atau
2) Barang dengan tahun perolehan antara tahun 2013 sampai
dengan tahun 2023 dengan nilai perolehannya kurang dari
sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit.



9.

dilakukan penghapusan yang diawali dengan usulan penghapusan
oleh Pengguna Barang Kepada Bupati dengan melampirkan surat

pernyataan dari Pengguna Barang bahwa barang benar-benar
hilang dan tidak dapat diketemukan:

b. Barang dengan kondisi tidak ditemukan yang tidak memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan oleh Tim
Veritikasi kepada Tim Peneliti Hasil Inventarisasi guna dilakukan
penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian kehilangan,
ada atau tidak adanya unsur kelalaian dan menentukan slapa yang
harus bertanggungjawab atas hilangnya BMD tersebut;

C. Apabila berdasarkan hasil penelitian oleh Tim Peneliti Hasil
Inventarisasi dinyatakan bahwa telah terjadi kehilangan BMD
tanpa unsur kelalaian, maka barang tersebut dapat langsung
dihapuskan dari daftar BMD dan apabila berdasarkan hasil
penelitian dinyatakan bahwa telah terjadi kehilangan BMD yang
disebabkan karena kelalaian, maka atas hilangnya barang tersebut
dilakukan upaya ganti rugi daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Menindaklanjuti terhadap penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut ini dilakukan dalam hal terdapat penggunaan BMD yang
digunakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak

lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

F. DOKUMEN PELAKSANAAN INVENTARISASI
Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Inventarisasi antara lain:

3,
2.

3.

o1 R

o

- ;A

10.
11.

12.
13.

14.

Aplikasi/Kertas Kerja Inventarisasi BMD;
Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada Pengelola Barang, Pengguna
Barang, dan Kuasa Pengguna Barang;

Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Pengelola Barang, Pengguna
Barang, dan Kuasa Pengguna Barang;

Dokumen Kepemilikan BMD dan dokumen pendukung lainnya;

Daftar Barang Hasil Inventarisasi dengan Kondisi Baik dan Rusak
Ringan;

Daftar Barang Hasil Inventarisasi dengan Kondisi Rusak Berat yang

akan diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
Daftar BMD Hilang atau Tidak Ditemukan;

Daftar BMD yang mengalami Perubahan Data;

BMD Tercatat Ganda;

Daftar Penggunaan BMD (Rumah Dinas, KIB B Bergerak);

Daftar BMD dalam skema Pemanfaatan;

Daftar Barang yang Belum Tercatat;

Daftar BMD belum dikapitalisasi dan diketahui data awal/data
induknya;

Daftar BMD belum dikapitalisasi dan tidak diketahui data awal/data
induknya;



15. Daftar BMD yang dipakai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

16.

17,

18.

19.

lainnya, Pemerintah Desa Lain, dan pihak lainnya;

BMD yang berdiri di atas tanah bukan milik Pemerintah Kabupaten
Wonosobo;

Surat Pernyataan Melaksanakan Inventarisasi dan Penyusunan
Laporan Hasil Inventarisasi:

Berita Acara Hasil Inventarisasi BMD pada Kuasa Pengguna Barang,
Pengguna Barang dan Pengelola Barang;

Dokumen nomor 1 s.d. 4 digunakan sebagai dasar inventarisasi dan

diarsipkan pada SKPD (dokumen asli kepemilikan barang diserahkan
kepada Pembantu Pengelola Barang). Sementara, dokumen nomor 5 s.d.

14 merupakan dokumen yang disampaikan kepada Tim Inventarisasi pada
Pengelola Barang yang merupakan Laporan Hasil Inventarisasi.

. KLASIFIKASI BARANG

Kondisi Aset Tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak

berat atau usang, dengan kriteria sebagai berikut:

1.

Tanah

1) Baik, apabila kondisi tanah tersebut siap digunakan dan/atau
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

2) Rusak ringan apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat digunakan
dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/
perlakuan.

Contoh: penggenangan, pengurukan, perataan, dan pemadatan.
3) Rusak berat, apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat digunakan

dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya karena
adanya bencana alam, erosi, dan sebagainya.
Peralatan dan Mesin

1) Baik, apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh
dan berfungsi dengan baik.

2) Rusak ringan apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh,
tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik
memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian
utama/komponen pokok.

3) Rusak berat apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak

berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian

bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi
untuk dilakukan perbaikan/rehabilitasi.
Gedung dan Bangunan

1) Baik apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan
perbaikan yang berarti, kecuali pemeliharaan rutin.

2) Rusak ringan apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan
pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-
komponen bukan konstruksi utama.

3) Rusak berat apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat
digunakan lagi



4.

Jalan, Ingasi, dan Jaringan

)

2)

Baik apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan
berfungsi dengan baik.

Rusak ringan apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan
utuh, namun memerlukan perbaikan rngan untuk dapat
digunakan sesuai dengan fungsinya.

Rusak berat apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan

tidak utuh/tidak berfungsi dengan  baitk dan  memerlukan
perbaikan dengan biaya besar.



TAHAPAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

PERSIAPAN

PENYUSUNAN PERBUP DAN
MODUL PENGGUNAAN
APLIKASI

PENYUSUNAN JADWAL
INVENTARISASI

Mei1 2023

PENYUSUNAN APLIKASI &
KERTAS KERJA
INVENTARISASI

Juni 2023
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i

KRIB A, C,
DAN F

i

Juli 2023 ||
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SOSIALISASI DAN BIMTEK
Juli 2023

PELAKSANAAN
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Indentifikasi
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PENYUSUNAN LHI TK. KUASA
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LHI I
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PENYUSUNAN LHI TK.
PENGELOLA BARANG
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VERIFIKASI OLEH TIM
VERIFIKATOR

.

I Nov - Des 2023
Verified

PENYUSUNAN BUKU
INVENTARIS TK. SKPD

Des 2023

PENYUSUNAN BUKU INDUK
INVENTARIS KABUPATEN

Des 2023

Desember 2023-
Maret 2024

MONITORING DAN EVALUASI

INVENTARISASI TAHAP 2



TAHAPAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2024

PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAPORAN
PENYUSUNAN PERBUP DAN
MODUL PENGGUNAAN

SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN LHI TK. KUASA
_ > PENGGUNA BARANG
APLIKASI Juli 2023
November 2024
Mei - Juni 2023 Modul | LHI
Aplikasi Verifikasi olch Pengguna Barang Unverified

PENYUSUNAN LHI TK.
PENGGUNA BARANG
PELAKSANAAN

November 2024 | vLur II
Unverified
Juli - November 2024
PENYUSUNAN LHI TK.

PENYUSUNAN JADWAL
INVENTARISASI

Mei 2023

PENYUSUNAN APLIKASI &

PENGELOLA BARANG
KERTAS KERJA Pencacahan
INVENTARISASI | Indentifikasi LHI II ovember 2024
Juni 2023 Unverified 1 :
PEMASANGAN LABEL/ L VERIFIKASI OLEH TIM
IDE
PEMBENTUKAN TIM ARG L1 420015
INVENTARISASI, PENELITI Juli - Des 2024 Nov - Des 2024
HASIL INVENT DAN TIM rio II
VERIFIKASI l ﬂ

Bupati INVENTARIS TK. SKPD
Dok. B | Des 2024
PENYUSUNAN KAK
Juni-Juli 2023 Dok. KAK |I
PENYUSUNAN BUKU INDUK
INVENTARIS KABUPATEN
REKONSILIASI DATA AWAL II Des 2024

Juni-Juli 2023
TL INVENTARISASI TAHAP II

PENCETAKAN LABEL/
IDENTITAS BARANG Des 2024-2025

Juli 2023 »

MONITORING DAN EVALUASI

INVENTARISASI TAHAP 2
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